SALINAN

BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMORG6
TAHUN 2017 TENTANG LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan
Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Seckretariat Daerah Kabupaten Lamongan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Lamongan Nomor 49.1 Tahun 2017, maka Peraturan
Bupati Lamongan Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Kabupaten Lamongan perlu dilakukan penyesuaian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, dan guna tertib administrasi
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten
Lamongan, perlu mengubah Peraturan Bupati
Lamongan Nomor & Tahun 2017 tentang Layanan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten
Lamongan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah  Kabupaten  di
Lingkungan Provinsi Jawa Timur {Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41},
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);



10.

11.

-2

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679},

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5533);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887};

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana
telah -diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4,
Tambahan Lemberan Negara Republik Indonesia
Nomor 5655);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
2003);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036);
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12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor S
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran
Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8);

13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 54 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah
Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2016 Nomor 54) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan
Nomor 49.1 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2016 Nomor 49.1).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 6 TAHUN
2017 TENTANG LAYANAN PENGADAAN BARANG/ JASA
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lamongan

Nomor 6 Tahun 2017 tentang Layanan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Lamongan (Berita

Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 6)

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 6, angka 7, dan angka 13 Pasal 1
diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah
Kabupaten Lamongan.

Bupati adalah Bupati Lamongan.

Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah

Kabupaten Lamongan.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah
Kabupaten Lamongan.

6. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa adalah
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat
Daerah Kabupaten Lamongan,

7. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
adalah Kepala Bagian Pengadaan Barang dan
Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan.

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu
Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah.

B W
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Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA
adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan anggaran untuk melaksanakan
tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang
dipimpinnya.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya
disebut KPA adalah pejabat yang ditunjuk oleh
Pengguna Anggaran yang diberi kuasa untuk
melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna
Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas
dan fungsi Perangkat Daerah.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang
selanjutnya disebut dengan Pengadaan
Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh
barang/jasa oleh Perangkat Daerah yang
prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan
sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk
memperoleh barang/jasa.

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya
disebut PPK adalah pejabat yang
bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan
barang/jasa.

Layanan Pengadaan Barang/Jasa yang
selanjutnya disebut LPBJ adalah unit organisasi
pemerintah yang berfungsi melaksanakan
Pengadaan Barang/Jasa pemerintah yang
bersifat permanen melekat pada Bagian
Pengadaan Barang dan Jasa.

Kelompok Kerja LPBJ yang selanjutnya disebut
Pokja LPBJ adalah kelompok kerja yang
berjumlah gasal, beranggotakan sekurang-
kurangnya 3 (tiga) orang, yang bertugas untuk
melaksanakan pemilihan penyedia pengadaan
barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa
adalah tanda bukti pengakuan dari Pemerintah
atas kompetensi dan kemampuan profesi di
bidang pengadaan barang/jasa.

Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau
orang perseorangan yang menyediakan
barang/pekerjaan konstruksi/jasa
konsultansi/jasa lainnya.

Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang
ditetapkan oleh Pokja LPBJ/Pejabat Pengadaan
yang memuat informasi dan ketentuan yang
harus ditaati oleh para pihak dalam proses
pengadaan barang/jasa.

Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang
selanjutnya disebut LPSE adalah unit kerja yang
dibentuk untuk menyelenggarakan sistem
pelayanan  pengadaan  barang/jasa  secara
elektronik.
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19. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP
adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian
(LPNK) yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Presiden Republik Indonesia.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4

berbunyi sebagai berikut:
Pasal 4

LPBJ merupakan unit organisasi Pemerintah
Daerah, berkedudukan di Bagian Pengadaan Barang
dan Jasa.

Ketentuan huruf b dan huruf ¢ Pasal 7 diubabh,
sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

LPBJ mempunyai wewenang;
a. menetapkan dokumen pengadaan;
b. menetapkan pemenang untuk:

1. pelelangan atau penunjukan langsung untuk
paket pengadaan barang/pekerjaan
konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling
banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar
rupiahy);

2. seleksi atau penunjukan langsung untuk
paket pengadaan jasa konsultansi yang
bernilai paling banyak Rpl10.000.000.000,00
(sepuluh miliar rupiah}.

c. mengusulkan penetapan pemenang kepada PA
pada :

1. pelelangan atau penyedia pada penunjukan
langsung untuk paket pengadaan
barang/pekerjaan  konstruksi/jasa lainnya
dengan nilai di atas Rp100.000.000.000,00
{seratus miliar rupiah) melalui Kepala LPBJ;

2. seleksi atau penyedia pada penunjukan
langsung untuk paket pengadaan jasa
konsultansi yang nilai di atas

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
melalui Kepala LPBJ.

d. mengusulkan kepada PA/KPA agar penyedia
barang/jasa yang melakukan perbuatan dan
tindakan seperti penipuan, pemalsuan dan
pelanggaran lainnya untuk dikenakan sanksi
pencantuman dalam daftar hitam; dan

e. memberikan  sanksi  administratif kepada
penyedia barang/jasa yang melakukan
pelanggaran, perbuatan atau tindakan
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sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-
undangan.

4. Ketentuan ayat (3) huruf e dan huruf f Pasal 12
diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Pokja LPBJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal
8 ayat (1) huruf d terdiri dari:

a. Ketua;

b. Sekretaris;

c. Anggota.

{(2) Pokja LPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
berasal dari Aparatur Sipil Negara dengan
Jumlah Pokja LPBJ disesuaikan dengan
kebutuhan.

(3) Tugas dan wewenang Pokja LPBJ sebagai
berikut:

a. melakukan kaji ulang terhadap spesifikasi
dan harga perkiraan sendiri paket-paket yang
akan dilelang/diseleksi;

b. mengusulkan perubahan harga perkiraan
sendiri, kerangka acuan Kkerja/spesifikasi
teknis pekerjaan dan rancangan kontrak
kepada PPK;

c. menyusun rencana pemilihan penyedia
barang/jasa dan menetapkan dokumen
pengadaan;

d. melakukan pemilihan penyedia barang/jasa
mulai dari pengumuman kualifikasi atau
pelelangan  sampai  dengan  menjawab

sanggah;

e. mengusutkan menetapkan pemenang kepada
PA pada:
1. pelelangan atau penyedia pada

penunjukan langsung untuk  paket
pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/
jasa lainnya dengan nilai di atas
Rp100.000.000.000,00 (seratus  miliar
rupiah); atau

2. seleksi atau penyedia pada penunjukan
langsung untuk paket pengadaan jasa
konsultansi yang bernilai di atas
Rp10.000.000.000,00  (sepuluh  miliar
rupiah) melalu Kepala LPBJ.

f. menetapkan pemenang untuk:

1. pelelangan atau penunjukan langsung
untuk paket pengadaan barang/pekerjaan
konstruksi/jasa lainnya dengan nilai
paling banyak  Rp100.000.000.000,00
(seratus miliar rupiah); atau
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2. seleksi atau penunjukan langsung untuk
paket pengadaan jasa konsultansi yang

bernilai paling banyak
Rp10.000.000.000,00  (sepuluh  miliar
rupiah).

g. menyampaikan berita acara hasil
pemilihan/seleksi pemilihan penyedia
barang/jasa kepada PPK melalui Kepala
LPBJ;

h. membuat laporan mengenai proses dan hasil
pengadaan barang/jasa kepada Kepala LPBJ;

i. memberikan data dan informasi kepada
Kepala LPBJ terhadap penyedia barang/jasa
yang melakukan perbuatan seperti penipuan,
pemalsuan dan pelanggaran lainnya; dan

j. mengusulkan bantuan tim teknis dan/atau
tim ahli pemberian penjelasan (anwijzen
kepada Kepala LPBJ.

(4) Dalam hal pengadaan barang/jasa memerlukan
keahlian khusus, Pokja LPBJ dapat
menggunakan tim teknis/tim ahli yang berasal
dari Aparatur Sipil Negara atau Swasta kepada
Kepala LPBJ.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 3 Januari 2018

BUPATI LAMONGAN,

Diundangkan di Lamongan ttd.
pada tanggal 3 Januari 2018 FADELI
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN
ttd.

YUHROHNUR EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2018 NOMOR 5

NIP 1988@114 198801 1 001



